
1/ 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LOMBOK BARAT 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 

NOMOR 54 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1  Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peru bahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023. 

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 61  77); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lnonesia Nomor 6041 ) ;  

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 
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14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431 ) ;  
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi U mum, dan 
Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1334); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07 /2022 
Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah 
dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang 
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 
(Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1335); 

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat 
Nomor 182) ;  

26 . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. 

2 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. 

4 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. 
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7. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan 
Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran 
yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang 
dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama 
dimaksud untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan 
surplus anggaran. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah 
Rpl.803.344.645.420,00 (satu triliun delapan ratus tiga 
milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus empat 
puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah 
sejumlah Rp64.925.282.676,00 (enam puluh empat milyar 
sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh 
dua ribu enarn ratus tujuh puluh enarn rupiah) sehingga 
menjadi Rpl.868.269.928.096,00 (satu triliun delapan ratus 
enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh sembilan 
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh 
enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 
1 .  semula Rp 1.803.044.645.420,00 
2. bertambah / (berkurang) Rp 59.266.941.752,00 
jumlah Pendapatan Daerah Rp 1.862.311.587.172,00 
setelah peru bahan 

b. Belanja Daerah 
1. semula Rp 1 .  771.644.645.420,00 
2. bertambah/(berkurang) Rp 64.925.282.676,00 
jumlah Belanja Daerah Rp 1.836.569.928.096,00 
setelah peru bahan 

C. Pembiayaan Daerah 

1. penerimaan pembiayaan 
a) semula Rp 300.000 .000,-00 
b) bertambah/ (berkurang) Rp 5.658.340.924,00 
jumlah penerimaan Rp 5 .958.340.924,00 
pembiayaan setelah 
perubahan 

2. pengeluaran pembiayaan 
a) semula Rp 31.700.000.000,00 
b) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 
jumlah pengeluaran Rp 31.700.000.000,00 
pembiayaan setelah 
perubahan 

jumlah pembiayaan neto Rp (25. 7 41 .659 .075,00) 
setelah peru bahan 
sisa lebih pembiayaan Rp 0,00 
anggaran setelah peru bahan 
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Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri 
dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan 
Keuangan Bersifat Umum; 

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus; 

g. Lampiran VII.A : Rincian Dana Otonomi Khusus 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

h. Lampiran VILA : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, J enis, Objek dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rincian DBH-SDA Pertambangan 
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 
Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Lombok Barat Dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 
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Pasal 4 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

{H. F A U ZK N  K HA L I D  

Ditetapkan di Gerung 
pada tanggal 25 Oktober 2023 
f!uPATI LOMBOK BARAT,f 

Diundangkan di Gerung 
pada tanggal 25 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
$. KABUPATEN LOMBOK BARAT,/ 

H. ILHAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 54 


